LEMBARAN DAEKRAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor Y Tahun 2001 Seri B
S S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIAMIS

Memmbang

a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang La'u
Lintas dan Angkutan Jalan beserta ketentuan pelaksanaannva telab
diatur mengenai penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan
umum.

h. bahwa untuk memungut retribust schagaimana dimaksud pada hurut
a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
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Mengingat

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, ientang Pemcenntahan Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan  Jawa Barat (Berita Negara lahun
1950

2. Undang-undang Nomor I3 Tahun 1980, tentang Jalan (Lombaran
Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3186). _

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lLembaran
Negara Nomor 3209)

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun i992, tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (|.embaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan
l.embaran Ncgara Nomor 3478).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan |.embaran Negara Nomor 3685), yvang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribus
Daerah |

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (l.cmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemernntahan Daerah
(LLembaran Negara Tahun 1999 Nomor 6(, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3938) ;

8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 1993, tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3527 ) ;
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10.

1

12.

13,

14,

15.

16.

12

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan (l.embaran Negara Tahun 1993 Nomer
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

Peraturan Pemernintah Nomor 43 Tahun 1993, tentang Prasarana dan

lalu lintas jalan (Lembaran Negara 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3529 ) ;

Peraturan Pemcrintah Nomor 44 Tahun 1993, tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3530):

Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribus:
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3692)

Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(l.embaran Ncgara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952} .

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknix
Penvusunan peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan
Keputusan Presiden -

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang
Tata Cara dan Teknik Penvusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis -

Peraturan Daerah Kabupaten Ciarmis Nomor 2 tahun 2001, tentang
Perangkat Daerah

Peraturan Dacrah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang
Penvidik Pegawal Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Anghutan Jatan,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
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MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATLHAN DAFRAH  KABUPATEN CIAMIS  TENTANCG
RETRIBUSHIZIN TRAYEK.

BABR I

KETENTVEAN DMIEM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud denpan

a
a

b

Daerah adalah Daerah Kabupaten Cranus -

Pemerintab Daerah adalah Bupati beserta perangkat Dacrah Otonom
vang lamn sebaga: Badan Eksekunt Daerah |

Bupati adalah Bupati Cranus

[Dyinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Clamis

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cranus
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamus |

Radan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputt Perseroan
ferbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lamnva, Badan Usaha
Mihik Negara atayr Daerah dengan nama dan bentuk apapun
Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongst, Koperas), Yavasan atau
Orgamisast vang sejems, Lembaga., Dana Pensiun. Bentuk Usaha
Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya

lzin Travek adalah 1zin hntasan kendaraan umum untuk pelayanan

jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang,

vang mempunyai asal dan tujuan perialanan tetap. lintasan tetap dan
radwal tetap maupun tidak berjadwal.
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Pengusaha Angkutan UUmum adalah Perseorangén atau badan hukum
vang berdomisili di Daerah yang menvelenggarakan usaha angkutan
umum ;

Izin Insidenti! adalah 1zin untuk menggunakan kendaraan bermotor
vang menvimpang dari izin travek vang berdomisili ;

Kendaraan Umum adalah sctiap kendaraan bermotor yang disediakan
atau dipergunakan olch umum sebagal sarana angkutan orang dan
atau barang dengan dipungut bayaran ;

Kendaraan Angkutan Orang adalah kendaraan umum vang
dipergunakan untuk mengangkut orang / penumpang ;

m. Kendaraan Angkutan Barang  adalah  kendaraan umum  vang

n.

dipergunakan untuk mengangkut barang :

Surat Pendaftaran Objek Retribusi, vang selanjutnya dapat disingkat
SPAORD adalah surat vang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data objek retrnbusi dan wanb retribust sebagar dasar
perlitungan dan pembayaran retnbust yang  terutang  menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah Surat Keputusan vang menentukan besarnya jumlah
retribus! yang terutang |

Surat Tagihan Retribusi Daerah vang dapat disingkat STRD adalab
surat untuk melakukan tagihan retribust dan atau sankst administras
berupa bunga dan atau denda ;

Pemeriksaan  adalah  serangkalan  kegiatan  unfuk  mencan.
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lamnnya dalam
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan
peraturan perundang-undangan retribusi Dacrah ¢

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian
tindakan vang dilakukan oleh Penvidik Pegawai Negeri Sipil vang
sclanjuinva dischut Penyidik, untuk mencart serta mengumpuikan
bukti vang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi vang terjadi serta menentukan tersangkanya.
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BAB H
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
{13 Dengan nama Retrthusi 1zin Travek dipungut retribust atas setiap
pembernan {zin ;
{2y Obyek Retribusi adalah pemberian lzin ;
{3y Subyek Retnbusi adalah orang pribadi atau badan usaha vang
memperoleh fzin.

BAR I

PEMBERIAN, BENTUK, MASA BERLAKUNYA
28N DAN DAFTAR ULANG

Ragian Pertama
IZIN TRAYER
Pasal 3
(1) Untuk  melakukan kegiatan usaha angkutan wapb memiliki 1zin
travek :
{2y 1zin schagaimana dimaksud ayat (1), dibertkan oleh Bupati atau
Pejabat vang ditunjuk ;
(3) Proses administrasi penyiapan izin dilaksanakan olch Dinas.

Pasal 4

(1% Bentuk Surat Iz I'ravek ditentukan lebih lanjut oleh Bupati |
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(2) Kepada Pengusaha Angkutan vang telah mendapatkan Sura
Keputusan [zin Trayek, dibertkan Kartu Pengawasan Trayek sebaga:
kutipan untuk setiap kendaraan vang dioperasikan.

Pasal 5

(1) 1Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan memeneh
persvaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku ;

(2) Kartu Pengawasan Trayek untuk setiap kendaraan berlaku untut
tangka waktu | {satu) tahun dan setiap tahun wayb daftar ulang

Bagian Kedua
1ZIN INSIDENTIL
Pasal 6
(1) Untuk melakukan pengangkutan vang menvimpang dar 1zin trayek
vang dimiliki, wajib memiliki [zin Insidentl
{2} lzin Insidentil dibenkan oleh Kepala Dimas, sesuar domusih
perusahaan angkutan.

Pasal 7

Izin Insidentil diberikan untuk setiap kendaraan dengan bentuk formulir
sesual ketentuan vang berlaku.

Pasal 8
Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang peres

(PP) dan berlaku paling lama 14 (empat belas) han dan tidak dapa
diperpamang.
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(h

BRAR IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSIE
Bagian Pertama
RETRIBUSTIZIN TRAYEK
Pasal 9

Struktur  dan besarnva tant retnbust lzin Travek  ditetapkan

berdasarkan jents kendaraan berdasarkan tanf sehagai berikut -

R -
ENU - RAPASITAS TEMPAT DUDUK I BIAYA 1
L ¢ sd 9 tempat duduk 1 50.000.-
(2., 10 s/d I3 wempat duduk . 75.000.-
co 3016 sid 23 tempat duduk + 100.000,-
[ 4. | 24 tempat duduk keatas i 110.000 .- i
i | i 1

Struktur tanf retnbusit daftar ulang kartu pengawasan travek

~ ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dengan laril scbagat berikut -

| NO. | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | BIAYA

25.000 -
35.000.-
50.000,-
60.000.-

s/d. 9 tempat duduk

10 s/d 15 tempat duduk
16 s/d 23 tempat duduk
24 tempat duduk keatas

!
|
i

L o
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(3) Kendaraan angkutan penumpang umum *vang dipergunakan
angkutan khusus / karyawan / antar jemput anak sckolah, sehesar
Rp. 50.000,- {lima puluh ribu ruptah) :

Bagian Kedua
RETRIBUSI IZIN INSIDENTIL
Pasal 10

Struktur tanf dan besarnva retribus 1zin insidentil berdasarkan kapasitas
tempat duduk dengan tarif sebagai berikut -

| NO. | KAPASITAS TEMPAT DUDUK | BIAYA

’ 1 i s'd. 9 tempat duduk ' 5.000.- / 1x Perjalanan '
| 2. |10 s/d 15 tempat duduk ' 7.500,-/ ix Perjalanan
30 116 s/d 23 tempat duduk | 10.000.- / Ix Perjalanan
4| 24 tempat duduk keatas . 12.500.- / 1x Perjaianan

i 1 3

BAB YV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Pernungutan retribus: tidak dapat diborongkan |
{2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKKRD atau dokumen lain
vang dipersamakan.
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BARB VI
SANKSI ADMINISTRAST

Pasal 12

Dalam hal wajib retnbusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan denda sebesar 10 % ditambah sanks:
admunistrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
besarnya retribusi vang terutang vang tidak atau kurang bavar dan ditagih
dengan menggunakan STRD

BAB Vi
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribust vang terutang harus dibayar sekaligus; -

(2) Retribusi vang terutang dilunasi sclambat-lambatnya 30 (1iga puluhi
hart  sejak  diterbitkannva SKRD  atau  dokumen lain vang
dipersamakan :

{3) Tata cara pembavaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribus
ditetapkan oleh Bupati.

BABR VIl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebaga
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh)
han sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tuyuh)hari setelah tanggal surat teguran atau
surat peringatan atau surat lan yang sejenis disampatkan wajib
retribusi harus melunasi retribusi vang terutang ;

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain vang scjenis scbagat
mana dimaksud pada avat (1) dikeluarkan olch Bupati atau Pejabat
vang ditunjuk.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kertnganan dan pembebasan
retribust |

(2) Pengurangan dan pembenan keringanan dan pembebasan retribus
sechagaimana dimaksud pada ayat (1) dibertkan dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi ;

(3) Tata cara pengurangan. kennganan  dan  pembebasan  retribus
ditetapkan oleh Bupati.

BABX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16
(i) Wajib Retnibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda sctinggi-tingginya Rp. 5.000 000.- (lima juia
rupiah) ;

(2) Tindak Pidana sebagaimana  dimaksud pada avat (1), adalah
pelanggaran
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BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1} Pejabat Pegawat Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah
dacrah diberi wewenang khusus scbagai Penvidik untuk melakukan
penvidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Uaerah atau Retribus:.
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
vang herlaku

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah -

a.

=N

d

o

Menenma. mencari. mengumpulkan dan menchiti keterangan atau
faporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajaken
Daerah dan Retribust  agar keterangan atau laporan tersebu
menjadi lebih lengkap dan jelas .

Menelhiti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribad: atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah  dan
Retribus ;

Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
dan Retribust |

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
dan Retribust ;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terscbut ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi :

471



g. Menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak  pidana
Perpajakan Daerah dan Retribusi

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannva dan diperiksa
schagai tersangka atau saksi ;

}.  Menghentikan penvidikan :

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikarn
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut
hukum vang bertanggung jawab.

(3) Penvidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) membentahukan
dimulainva penvidikan dan menyampaikan hasil penyidikannva
kepada Penuntut Umum, melalui Penvidik pejabat Pelist Negara
Repubiik Indonesia. scsuat dengan ketentuan vang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana vang berlaku.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakunva Peraturan Daerah 1 maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Ciamis Nomor 12 Tahun 1992 tentang lzin
Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Daerah

Tingkat 11 Ciamis serta Peraturan Daerah Perubahannva dicabut dan
dinvatakan tidak berlaky

Pasal 19

Ketentuan vang belum  cukup diatur dalam  Peraturan Dacrah 11
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatui iebih lamut oleh Bupati
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Pasal 20

Peraturan Daerah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scuiap orang dapat mengetahsinya. memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah 1w dengan penempatan dalam Lembaran Daeran
Kabupaten Cianis.

Disahkan di  Ciamis
pada tanggal 27-6-2001

BUPATI CIAMIS
Cap / nud.
H. OMA SASMITA S, SIHL. MSi.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 28-6-20G1

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIAMIS

Cap / tid.
Drs. H. IRMAND B KUSUMAH, SH, MS, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2801 NOMOR 9 SERI B
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11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAM]S
NOMOR 18 TAHUN 2601
TENTANG

RETRIBUSIIZIN TRAYEK
PENJELASAN UMUM

lzin Travek adalah merupakan izin lintasan kendaraan umum
untuk pelavanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan atau mob!
penumpang, vang mempunyal asal dan tujuan perjalanan tetap.
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak beriadwal

Dengan telah ditetapkannva Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagar pelaksanaan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997, vang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribus
Daerah. Maka Retribust 1zin Travek lebth lamut perlu diatur dengar
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal i
Pasal ini menjelaskan beberapa istiah yang dipergunakan
dalam Peraturan Daerah 1m, dengan maksud agar terdapat

pengeritan vang  sama  schingga  kesaiahpahaman  dalam
penafsiran dapat dihindarkan,
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Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jclas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal &
Cukup jelas

Pasal &
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup ielas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup relas
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Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup iclas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
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